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ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam
penanaman modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk
meningkatkan minat investor di Indonesia dan pengembangan pasar modal itu
sendiri. Mengingat tanah memiliki arti yang sangat penting dalam investasi, maka
kebijakan pemerintah harus diorientasikan bagi kemudahan investasi. Tanah
merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup
seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga
memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral, multi-disiplin
dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui masalah tanah
merupakan masalah yang sarat dengan berbagai kepentingan. Kebijakan
Pertanahan dalam Investasi ekonomi, sosial, politik, bahkan untuk Indonesia,
tanah juga mempunyai nilai religius yang tidak dapat diukur secara ekonomis.
Sifat konstan tanah dan terus bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah
semakin menambah tinggi nilai tanah. Mengingat tanah memiliki arti penting
dalam investasi. maka kebijakan pertanahan diorientasikan bagi kemudahan
investasi. Jelas dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan
pertanahan menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi makro. Kaitannya dengan
Izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan, sehingga penting untuk dilakukan
pembenahan dalam tata kelola (governance). Salah satu indikator yang menjadi
penilaian daya saing Indonesia adalah kemudahan investasi. Langkah penting
yang perlu dilakukan untuk kemudahan berusaha (ease of doing business) adalah
melakukan reformasi regulasi tentang pengadaan tanah terkait dengan kegiatan
investasi atau bisnis di Indonesia. Reformasi regulasi menjadi salah satu agenda
penting yang perlu dilakukan Indonesia, untuk meningkatkan kualitas regulasi
(high-quality regulations).
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ABSTRACT

Government policies in regulating land investment and investment in
Indonesia are increasingly important to increase investor interest in
Indonesia and to develop the capital market itself. Given that land has a very
important meaning in investment, government policies must be oriented
towards ease of investment. Land is an important and strategic resource
because it involves the very basic life needs of all Indonesian people. In
addition, land also has characteristics that are multi-dimensional, multi-
sectoral, multi-disciplinary and have high complexity. As is well known, the
land issue is a problem filled with various interests. Land Policy in Economic,
social, political investment, even for Indonesia, land also has a religious value
that cannot be measured economically. The constant nature of the soil and
the increasing number of people who need it, add to the value of the land.
Remembering land has an important meaning in investment. then land policy
is oriented towards ease of investment. Obviously, with an orientation to
economic growth, land policy adapts to macroeconomic policies. With regard
to location permits and technical considerations for land, it is important to
make improvements in governance. One of the indicators used to assess
Indonesia's competitiveness is the ease of investment. An important step that
needs to be taken for ease of doing business is to reform regulations
regarding land acquisition related to investment or business activities in
Indonesia. Regulatory reform is one of the important agendas that Indonesia
needs to do, to improve the quality of regulations (high-quality regulations).
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